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ABSTRACT 
This paper intends to review and recognize the criminal liability of corporations to victims of crime 
in Indonesia's current positive law, the application of sanctions against corporations in accordance 
with Indonesian legislation in an effort to provide protection against victims of crime, as well as 
corporate criminal liability to victims of crimes in the future come. 
The result of the research shows that the criminal responsibility system adopted in accordance with 
the provisions of Indonesian positive criminal law is more inclined to the doctrine of identification 
theory and the doctrine of delegation. In addition to looking at where the errors of the makers are 
also concerned with from where the source of acting authority is owned. However, when viewed in 
a comprehensive manner, between the provisions in criminal law that one with the other criminal 
law also varies. For example, about the perpetrator, where the person committing the crime does not 
have to be an administrator but anyone who is in the name or does so for the benefit of the 
company. 
The application of sanctions against corporations according to the laws and regulations, the authors 
have concluded that the sanctions that can be imposed on the corporation in an effort to provide 
protection against victims of crime are: 1) Criminal penalties include a fine of fines. 2) Additional 
criminal and 3) Action Sanctions. Corporate criminal liability for corporations in the future is 
expected to be more uniform and consistent in terms of determining when a crime is said to be a 
corporate crime, who can be prosecuted and sentenced in a corporate crime, and what kind of 
sanction is appropriate for the corporation who commit a crime, especially in order to provide the 
fulfillment and restoration of the rights of victims for crimes committed by corporations, and in 
order to prevent and combat corporate crime itself. 
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A. PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang 
Korban kejahatan korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung perlu 
mendapat perhatian khusus dari semua pihak yang terlibat dalam usaha penegakan hukum 
terutama yang melibatkan korporasi. Hal ini karena kejahatan korporasi sangat sulit untuk 
dideteksi, sehingga dalam penegakan hukumnya besar kemungkinan akan mengalami 
hambatan-hambatan. Selain itu juga menurut Arief Amrullah, akibat yang ditimbulkan oleh 
kejahatan korporasi jauh lebih dahsyat daripada akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan 
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konvensional, yaitu kematian atau cedera sebagai akibat dari produksi mobil yang cacat, 




Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa korban kejahatan korporasi cakupannya 
lebih luas daripada korban kejahatan pada umumnya (kejahatan konvensional) baik dari segi 
jumlah korban maupun kerugian yang ditimbulkan, sehingga korban kejahatan korporasi 
perlu mendapat perhatian khusus dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan 
korporasi dalam hal ini berupa pertanggungajawaban pidana korporasi terhadap korban 
kejahatan korporasi.  
Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut 
permasalahan mengenai "Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Kepada Korban Tindak 
Pidana”. 
2. Perumusan Masalah 
a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi kepada korban tindak pidana dalam 
hukum positif Indonesia saat ini? 
b. Bagaimana penerapan sanksi terhadap korporasi menurut peraturan perundang-
undangan di Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban 
kejahatan?  
c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi kepada korban tindak pidana dimasa 
yang akan datang ? 
B. PEMBAHASAN 
1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam 
Hukum Positif Indonesia Saat ini. 
Penelitian Disertasi Sahuri
2
 disebutkan bahwa untuk dapat 
mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana ada empat persoalan pokok yang perlu 
diperhatikan, yaitu (1), masalah rumusan perbuatan yang dilarang; (2), masalalah penentuan 
kesalahan korporasi; (3) masalah penetapan sanksi terhadap korporasi; dan (4) sifat 
pertanggungjawaban korporasi. Untuk perumusan perbuatan yang dilarang dan 
pertanggungjawaban korporasi masih kurang jelas dalam menentukan siapa-siapa yang 
                                                             
1
 Arief Amrullah, 2006, Kejahatan Korporasi (The Hunt for Mega-Profits and The Attack on Democracy), (Malang 
: Bayumedia Publishing), hlm. 129. 
2
  Sahuri L. 2004, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, Disertasi 
Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya. 
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dapat melakukan tindak pidana dan korporasi yang bertanggungjawab. Dalam penentuan 
kesalahan korporasi, yang merupakan urat nadinya hukum pidana, sangat sulit karena 
kesalahan yang dilimpahkan kepada korporasi bukanlah korporasi secara pribadi, karena 
yang melakukan tindak pidana adalah orang/pengurus. 
Begitu juga dengan sanksi pidana yang berhubungan dengan pertanggungjawaban 
korporasi, belum tertata secara jelas. Sedangkan sifat pertanggungjawaban korporasi dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan tersebut bersifat mutlak jika orang yang melakukan 
tindak pidana tersebut mempunyai hubungan dengan korporasi atau mempunyai kedudukan 
fungsional. Akan tetapi bagaimana dengan alasan penghapusan pidana terhadap korporasi 
tidak ditemukan. 
Dari hasil penelitian di atas, kemudian merekomendasikan bahwa sampai saat ini 
belum ada yurisprudensi tentang korporasi baik itu sebagai terdakwa maupun (apalagi) 
sebagai terpidana, sehingga perlu adanya penelitian terhadap perundang-undangan tersebut, 
hal apa saja yang menyebabkan undang-undang itu menjadi mandul. Selain itu, perlu 
diadakan penelitian terhadap kebijakan pemidanaan dan pertanggungjawaban korporasi 
dalam perspektif kebijakan hukum pidana Indonesia dengan harapan dapat mengungkap 
persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban korporasi. 
Penelitian Sunardi
3
 juga menyimpulkan bahwa pengaturan terhadap korporasi 
sebagai subyek tindak pidana harus jelas dan tegas dengan mencantumkan secara autentik 
dalam ketentuan umum KUHP yang sekarang sedang diperbaharui sehingga ketentuan di 
luar KUHP harus mengikutinya. Namun, Zulkarnain
4
 menilai bahwa pengaturan tentang 
sistem pertanggungjawaban korporasi baik dalam undang-undang khusus di luar KUHP 
maupun dalam Rancangan KUHP terbaru pun, tidak jelas dan komprehensif. Aspek empirik 
dan yuridis serta kepentingan publik terkait dengan pemidanaan korporasi dalam hal social 
welfare policy belum diperhatikan. 
Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih 
belum mengakui sepenuhnya bahwa korporasi adalah subyek hukum yang bisa 
dipertanggungjawabkan. Meskipun ada beberapa produk kebijakan hukum pidana di luar 
KUHP yang mengatur pertanggungjawaban korporasi, namun sistem pertanggungjawaban 
                                                             
3
  Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2002, Pidana Perampasan Kemerdekaan bagi Korporasi, Universitas Islam 
Malang, Malang. hlm. 139-140 
4
  Zulkarnain, 2007, Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana tentang  Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan 
Model Pemidanaannya, Hasil Penelitian Hibah Bersaing. DP2M Dikti. Univ Widyagama. Malang.hlm. 38. 
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korporasi yang dianut masih menggunakan doktrin vicarious liability. Hal tersebut sama 
halnya belum mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana. Oleh karena itu, perlu 
merekomendasikan adanya reformulasi kebijakan tentang sistem pertanggungjawaban 
pidana korporasi dan memasukkan rumusan tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana. 
2. Penerapan Sanksi Terhadap Korporasi Menurut Peraturan Perundang-undangan di 
Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan. 
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.5  
Pasal 1 butir 13, korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan/atau 
kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.  Dan sanksi yang dapat 
dikenakan kepada korporasi adalah :  
1) Menurut pasal 59 ayat (3), korporasi yang melakukan tindak pidana dalam pasal 59 
hanya dikenakan dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).  
2) Menurut Pasal 70, korporasi yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 60 sampai 
dengan pasal 64 dikenakan :  
(a) Pidana denda sebesar dua kali yang diancamkan; dan  
(b) Dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.  
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli  Dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat.
6
  
Sanksi yang dapat dikenakan kepada korporasi adalah denda (Pasal 48). 
Disamping itu dapat dijatuhkan pidana tambahan (Pasal 49), berupa :  
1) Pencabutan izin usaha; atau  
2) Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap 
undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-
kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun; atau  
3) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian 
pada pihak lain.  
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.7 
                                                             
5
  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika 
6
  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan 
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7
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Pasal 1 butir 3, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, 
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada 
korporasi adalah :  
1) Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha adalah pidana denda (pasal 62);  
2) Pidana tambahan (pasal 63) berupa :  
a) Perampasan barang tertentu;  
b) Pengumuman keputusan hakim;  
c) Pembayaran ganti rugi;  
d) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian 
konsumen;  
3) Kewajiban penarikan barang dan peredaran;  
4) Pencabutan izin usaha.  
d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.8 
Pasal 1 butir 17, badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang 
menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan  
1) Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap badan usaha/badan hukum adalah pidana 
denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya (Pasal 56 
ayat 2).  
Dalam undang-undang tersebut pidana denda yang diancamkan paling tinggi Rp 
60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah) (Pasal 52, 54, dan 55).  
2) Pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan 
untuk atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana (Pasal 58).  
e. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
9
 
Pasal 1 butir 2, setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Pasal 1 butir 3 
adalah korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik 
                                                             
8
  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi 
9
  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 
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merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.  Pidana yang dapat dijatuhkan 
dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencuaian Uang adalah:  
1) Pidana denda, denga ketentuan maksimum pedana denda ditambah satu pertiga 
(pasal 5 ayat 1)  
2) Pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang 
diikuti dengan likuidasi (Pasal 5 ayat 2).  
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.10 
Pasal 1 butir 16, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.  Pidana 
yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah : Pidana denda (Pasal 90 ayat 2).  




Pasal 1 butir 4, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang 
melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pasal 1 butir 6 korporasi adalah kumpulan 
orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun 
bukan badan hukum. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah :  
1) Pidana denda (Pasal 15 ayat 1)  
2) Pidana Tambahan, berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak 
pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus dan atau pelarangan 
kepada pengurus tersebut untuk mendirikan  korporasi dalam bidang yang sama 
(Pasal 15 ayat 2).  
h. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.12 
Pasal 1 butir 3, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang 
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.  Pidana yang dapat dijatuhkan 
kepada korporasi adalah:  
1) Pidana denda (Pasal 40 ayat 7)  
2) Pidana tambahan berupa, pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, perampasan 
kekayaan hasil tindak pidana, dan pencabutan status badan hukum (Pasal 41).  
i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup.  
                                                             
10
  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
11
  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang 
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Pasal 1 butir 32, setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik 
yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadaan hukum.
13
 Dan sanksi yang dapat 
dikenakan kepada korporasi adalah : 
1) Pidana pokok berupa pidana denda diperberat dengan sepertiga (Pasal 117);  
2) Tindakan tata tertib (Pasal 119) berupa :  
a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;  
b) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;  
c) Perbaikan akibat tindak pidana;  
d) Pewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan/atau  
e) Penempatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.14 
j. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.15 
Pasal 1 butir 21, korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau 
kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sanksi yang 
dapat dikenakan kepada korporasi adalah : Pidana denda (Pasal 130 ayat1), Pidana 
tambahan berupa, pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum (Pasal 
130 ayat 2).  
 
3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Korporasi di 
Masa yang akan datang. 
Beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP telah menentukan korporasi 
sebagai subjek tindak pidana, sehingga penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan 
kepada korporasi. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain, Undang-
Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 8 
Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, 
Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 23 Tahun 
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
                                                             
13
  Alvi Syahrin,  2011, Ketentuan Pidana dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, PT. Sofmedia, Jakarta, hlm. 95 
14
  Ibid, hlm. 141 
15
  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
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No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian 
Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. 
Peraturan perundang-undangan tersebut di atas telah menentukan korporasi tersebut 
sebagai subjek tindak pidana. Namun demikian, apakah formulasi ketentuan-ketentuan di 
dalamnya telah dapat dijadikan dasar bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada 
korporasi, terutama pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan korporasi. 
Formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi tentu saja tidak cukup hanya dengan 
menyebutkan korporasi sebagai subjek tindak pidana saja, melainkan juga harus 
menentukan aturan mengenai sistem pidana dan pemidanaannya, sehingga diperlukan 
sebuah upaya reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korban 
kejahatan korporasi di masa yang akan datang. 
Reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan 
korporasi antara lain meliputi ketentuan mengenai : 
a. Ketentuan mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana 
yang dilakukan oleh korporasi; 
b. Siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi; 
c. Jenis jenis sanksi yang sesuai dengan subjek tindak pidana berupa korporasi yang 
berorientasi pada pemberian ganti kerugian kepada korban. 
C. Kesimpulan 
1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam 
Hukum Positif Indonesia Saat ini. 
Sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut sesuai ketentuan hukum pidana 
positif Indonesia lebih condong pada doktrin teori identifikasi dan doktrin delegasi. Selain 
melihat pada letak kesalahan dari pembuat juga memperhatikan pada dari mana sumber 
kewenangan bertindak itu dimiliki. Namun, jika dilihat secara komprehensif, antara 
ketentuan dalam hukum pidana yang satu dengan hukum pidana yang lain juga berbeda-
beda. Misalnya, tentang Pelaku, dimana orang yang melakukan tindak pidana tidak harus 
pengurus tetapi siapa saja yang mengatasnamakan atau melakukannya untuk kepentingan 
perusahaan. 
2. Penerapan Sanksi Terhadap Korporasi Menurut Peraturan Perundang-undangan di 
Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan. 
 Penerapan sanksi terhadap korporasi menurut peraturan perundang-undangan, 
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penulis telah menyimpulkan bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi  dalam 
upaya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan adalah : 1) Pidana pokok 
meliputi pidana denda. 2) Pidana tambahan dan 3) Sanksi Tindakan. 
3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Korporasi di 
Masa yang akan datang. 
Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korporasi di masa yang akan datang 
diharapkan lebih seragam dan konsisten dalam hal penentuan kapan suatu tindak pidana 
dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan korporasi, siapa yang dapat dituntut dan 
dijatuhi pidana dalam kejahatan korporasi, serta jenis jenis sanksi apa yang sesuai untuk 
korporasi yang melakukan kejahatan, terutama dalam rangka memberikan pemenuhan dan 
pemulihan hak-hak korban atas kejahatan yang dilakukan korporasi, serta dalam rangka 
pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi itu sendiri. 
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